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PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 103 TAHUN 2016 

TENTANG 

RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2017 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a.  bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (5) 

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang 

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 

Negara/Lembaga dan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan 

Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Tahun 2017, mengamanatkan setiap 

Kementerian/Lembaga Negara menyusun Rencana Kerja 

Kementerian/Lembaga Tahun 2017;  

  b. bahwa perlu pedoman dalam rangka memberikan acuan 

bagi pelaksanaan rencana program, kegiatan dan 

anggaran Tahun 2017 di lingkungan Kementerian Dalam 

Negeri; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Rencana Kerja 

Kementerian Dalam Negeri Tahun 2017; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
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2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka panjang Nasional Tahun 2005-

2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4700); 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik 

Indonesia Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, dan 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5948); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang 

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 

Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5178); 

7. Peraturan Presiden Nomor  45 Tahun 2016 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 95); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam 

Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 564), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
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43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 

tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam negeri 

tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 978); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG RENCANA 

KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2017. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disebut 

RKP, adalah dokumen perencanaan pembangunan 

nasional untuk periode 1 (satu) tahun. 

2. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya 

disebut Renja-K/L, adalah dokumen perencanaan 

kementerian/lembaga untuk periode 1 (satu) tahun. 

3. Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri, yang 

selanjutnya disebut Renja Kementerian Dalam Negeri, 

adalah dokumen perencanaan Kementerian Dalam Negeri 

untuk periode 1 (satu) tahun. 

4. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, 

yang selanjutnya disingkat RKA-K/L, adalah dokumen 

perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan 

kegiatan suatu kementerian/lembaga yang merupakan 

penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana 

Strategis Kementerian/Lembaga yang bersangkutan 

dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang 

diperlukan untuk melaksanakannya. 

5. Rencana Kerja Unit Organisasi, yang selanjutnya disebut 

Renja Unit Organisasi, adalah dokumen perencanaan 

Unit Organisasi Eselon I/Unit Organisasi Penanggung 

Jawab Program di lingkungan Kementerian Dalam Negeri 

untuk periode 1 (satu) tahun. 
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6. Satuan Kerja adalah bagian dari suatu unit organisasi 

pada Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 

yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari 

suatu program Kementerian Dalam Negeri serta memiliki 

kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran. 

7. Satuan Kerja Pusat adalah satuan kerja unit organisasi 

Eselon I/atau unit organisasi penanggung jawab 

pelaksanaan program yang dibiayai dari DIPA 

Kementerian Dalam Negeri. 

8. Kepala Satuan Kerja Pusat adalah Pejabat yang 

bertanggungjawab atas pelaksanaan program yang 

dibiayai dari DIPA Kementerian Dalam Negeri. 

9. Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya 

disebut Satuan Kerja UPT, adalah Unit Pelaksana Teknis 

di lingkungan Kementerian Dalam Negeri 

penanggungjawab pelaksanaan kegiatan yang dibiayai 

dari DIPA Satuan Kerja. 

10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala 

Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.  

11. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah 

di Provinsi yang melaksanakan Dekonsentrasi dan Tugas 

Pembantuan lingkup Kementerian Dalam Negeri dan 

Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota yang 

melaksanakan Tugas Pembantuan lingkup Kementerian 

Dalam Negeri, yang dibiayai dari DIPA Kementerian 

Dalam Negeri. 

12. Program adalah penjabaran dari kebijakan sesuai dengan 

visi dan misi Kementerian/Lembaga yang rumusannya 

mencerminkan tugas dan fungsi unit Eselon I atau unit 

Kementerian/Lembaga yang berisi satu atau beberapa 

kegiatan untuk mencapai hasil dengan indikator Kinerja 

yang terukur.  

13. Indikator Kinerja Program, yang selanjutnya disebut IKP 

adalah alat ukur untuk mengindikasikan keberhasilan 

pencapaian hasil (outcome) dari suatu program. 
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14. Kegiatan adalah merupakan penjabaran dari program 

yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit 

Eselon II/Satuan Kerja atau penugasan tertentu 

Kementerian/Lembaga yang berisi komponen kegiatan 

untuk mencapai Keluaran dengan indikator Kinerja yang 

terukur. 

15. Indikator Kinerja Kegiatan, yang selanjutnya disebut IKK, 

adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan 

pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. 

16. Target adalah satuan hasil yang direncanakan akan 

dicapai dari setiap indikator kinerja 

 

Pasal 2 

Renja-K/L Kementerian Dalam Negeri terdiri atas: 

a. Renja Kementerian Dalam Negeri; dan 

b. Renja Unit Organisasi. 

 

Pasal 3 

(1) Renja Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 huruf a, memuat: 

a. Arah Kebijakan dan Strategi; 

b. Program, IKP dan Target IKP; 

c. Kegiatan, IKK, dan Target IKK; dan 

d. Alokasi Anggaran Program dan Kegiatan. 

(2) Renja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2017 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 4 

Renja Unit Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

huruf b, memuat: 

a. Program, IKP dan Target IKP; 

b. Kegiatan, IKK dan Target IKK; 

c. Output dan Komponen; dan 

d. Alokasi Anggaran Program, Kegiatan, Output dan 

Komponen. 
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